
 

 

 

GUBERNUR JAMBI  
 

PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR      74      TAHUN 2013 

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 9  

TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI JAMBI  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR JAMBI,  
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dalam 
pelaksanaannya masih terdapat norma-norma yang belum  
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 
 

b. bahwa dalam rangka menjamin dan keseragaman serta 
keakuratan dalam pengelolaan, penyusunan, dan pelaporan 
keuangan daerah dengan mengacu pada prinsip kebijakan 
akuntansi, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan 
Gubernur Jambi Nomor  9 Tahun 2009 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 
Jambi Nomor  9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah.  

   
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar  Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1646);   

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



                                                  
 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Pada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



                                                  
 

- 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 
2013 Nomor 14)  

 

18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi (Berita  
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9). 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2009 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI 
JAMBI  

 

Pasal  I 
  

Ketentuan dalam Pasal 3 pada Lampiran huruf N angka 2.2.(1) pada narasi Kebijakan 
Akuntansi huruf (a) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 
2009 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Peraturan Gubernur ini : 

 
Pasal II  

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.  
 

Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal  26 Desember 2013  

 
GUBERNUR JAMBI 

  
ttd 

 
  H. HASAN BASRI AGUS 

Diundangkan di Jambi 
pada tanggal     26 Desember 2013         
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,  

 
ttd 

 

SYAHRASADDIN 

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN   2013  NOMOR   74  

 


